
BUPATI LAMPUNG TIMUR
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMpUNG TIMU'R 

NOMOR : 07TA1-IUN 2000 

TENTANG 
PAJAK REKLAME 

DEj\JGAN RAHMAT TUHAN Y'ANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 
.1997, tentang Pajak Daerah sebagai Pelaksanaan Undang - Undang 
Nemer 13 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
maka perlu dibuat Peraturan tentang Pajak Reklame ; 

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebaqalrnana dimaksud huruf 
a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Undanq-undanq Nemor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten . 
Daerah Tingkat II Lampung Tlmur ( Lembaran Negara Nornor 46 Tahun 
1999) Tambahan Lembaran Negara Nornor 3825 ); 

2.	 Undang-unciang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lernbaran Negara 
Nomor 3838); 

3.	 Undang-unJang Nornor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana 
( l..embaran Negara Nornor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara 
Nemor 323S1 ); 

4.	 Undang-un':iang Nemor 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Nemor 40 Tahun 1997, Tarnbahan 
Lembaran l'.Jegara Nemer 3684 ); 

5.	 Undang-undang Nemor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan' 
Retnbusi Daerah ( Lembaran Negara Nornor 41 Tahun 1997, 
Tambahar, Lembaran Negara Nornor 3685); 

6.	 Undang-undang Nornor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa ( Lemba.ran Negara Nemer 42 Tahun 1997,' Tambahan 
Lembaran Negara Nemer 3686 ); , 

.7.	 Peraturan Pemerintah Nemer 19 Tahun ;1997, tentanq Pajak Daerah 
( Lembaraa Negara Nemer G4 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara 
Nemer 3681 ); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 4 Tahun 1997, tentang Penyidik 
Peqawai Neqeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 

9. Keputusen	 Menteri Kehakiman Nomor M 04-PW. 07.03 Tahun 1984, 
tentang V'Jewenang Penyidik Peqawal Negeri Sipil ; 

10.	 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemer 170 Tahun 1997) tentanq 
Pedomar: Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ; 

1 ~1. Keputusar: Menteri Dalam Negeri Nornor 172 Tahun 1997) tentang Krreria 
Wajib Pajak, yang wajib menyelenpjarakan Pembukuan dan Tata Cara 
Pembukuan; 

12. Keputuson Menteri Dalam .Negeri Nemer 173 Tahun 1997, tentang Tata 
Cara Perneriksaan di Bidang Pajak Daerah. 



_..':' 

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PER'vVAKILAN RAKYAT DAERAH KA'BUPATEN 
LAMPUNG TIMUR. 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan .	 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG 

PAJAK Rr.:KLAME 

BAS' 

KETENTUAN UMUM 

PA&AL 'j 

Dalam Peraturan Daerah i:li yang dimaksud dengan . 
a.	 Daerah adalah Kabupaten Lampung "irnur ; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ; 
c.	 Bupati adalah Bupati Lampung Timur ; 
d. Pejabat adalah Peqawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berJaku ; 
e.	 Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas Penyelenggaraan 

Reklarne / Merk ; 
f:	 RekJame adalah bendc, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan 

corak ragamnya untuk tujuan kornersla', dipergunakan untuk mernperkenalkan, 
menganjurkan atau memujikan suatu baranq, ·jasa atau orang, ataupun untuk menarik 
perhatian umum kepaoa suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang 
dapat cilihat, dibaca can atau didengar dari suatu tempat olehumurn kecuaf yang 
dilakukan oleh Pemerintah ; 

g.	 PenyeJenggaraan Reklarne adaJah orang Pribadi atau Bacan yang' menyeJenggarakan 
usaha Reklame baik vntuk dan atas narr.a sendiri atau untuk atas nama pihak lain; 

h. Nilai strategis lokasi reklarne adalah nilal yang dftetapkan pada titik lokasi pemasanqan 
reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemantaatan tata ruang 
untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha ; 

i.	 Surat Pemberitahuan Objek Pajak reklame yang selanjutnya disingkat SPOPR ada.ar 
Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek Pajak sebapei 
dasar perhitungan (jan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan 
Perundang-undangan Perpajakan Daerah ; 

j.	 Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disinokat SSPD adalah Surat ya,;.~ 

dipergunakan oleh Wnjib Pajak untuk rnelakuksn Pembayaran atau Penyetoran Pajak 
yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan olehKepala Daeran ; 

k.	 Surat Ketetapan Pejak Daerah yang seJanjutnya disingkat SKPD adalah S~ra't 

Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang ; 
I.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar yang selanjutnya disingkat 3KPeXB 

adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang ten..rtarg: 
jumlah kredit pajak, jurruah kekuranqan pernbayaran pokok pajak, besarnya S3:"1KSJ 

admlnistrasi dan juml sh yang masih harus dibayar ; 
m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan yang selanjutnya dislngKat 

SKPOKOT adalah Surat Keputusan yang menetukan tambahan atasjumlah pajak ya~~ 

telah ditetapkan ; 
n.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Eayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB Sura: 

Keputusan yang rnenentukan jumJah kelebihan pembayaran pajak karena jumiah krec: 
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; 

o.	 Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adatah Surat untuk 
melakukan tagihan ,:'ajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ; 

p.	 Surat Ketetapan Pa'ak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adafah Surat 
Keputusan yan9 menentukan jumlah pajak Y9ng terutang sarna besarnyadengan kredtt 
pajak, atau pajak tldok terutang dan tidak .ada kredit pajak ; 

, q.	 Badar adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
kornanditer, perseroan lamnya, badan usaha rnilik Negara atau Daerah dengan nama 
dan dalarn bentuk apapun, termasuk persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, 
koperasi, yayasan dan atau orqsnisasi yang sejenis lembaqa, dana pensiun, bentuk 
usaha tetap serta bcntuk badan usaha lainnya ; 
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r.	 Putusan Banding adalah Putusan Badan Penvelesa.an Sengketa Paj.3k atas Ba.nding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajokan oleh Wajib Pajak; 

s.	 Surat Keputusan Kebera.an adatah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap .Surat 
Ketetapan Pajak Daeran, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Qaerah 

r Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau terhadap pemotongan atau pernuriqutan 
oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak; , 

t.	 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, rnenqumpulkan, "dan 
mengolah data, dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan 
Pemenuhan .Kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang­
undangan Perpajakan Daerah ; 

" u. Penyidlkan Tindak Pidana di Bidang Perpajekan Daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk 
rnencari serta menqurnputkan bukti yang dengan bukti itu membuat terarg Tindak 
Pidana di Bidahg Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersanqkanya. 

BAB II 

(JAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2 

(1). Dengan nama U Pnjak Reklame dipungut Pajak atas setiap Penyelengaraan Cl 

Reklame / Merk
 
(2). Objek Pajak adalah sernua Penyelenqqaraan Reklarr.e / Merk.
 
(3). Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi
 

a.	 Rekiame Papan l.lv1erk / Billboard / Megatron ; 
b.	 Reklame Kain ; 
c.	 Reklarne Melekat ( Stiker ) ; 
d.	 Reklame Selebar~n ; ~' 

e.	 Reklarr.e Berjalan termasuk pada Kendaraan ; ", . 
f.	 Reklarne Udara ; 
g.	 Rekfame Suara ; 
h.	 Reklame Film I SPde ; 
i.	 Rektame Peragaa ~l ; 

j.	 Rektame Kernasan. 

PFlsal 3 

Dikecualikan olen Objek ?ajak adalah : 
a.	 Penyelenqqaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harlan Warta Mingguan, 

Warta Bulanan dan sejenisnya ; 
b. Penyelenggaraan Reklarne oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 
c.	 Penyelenggaraan Reklame oleh Partai-partai Poiitik ; 
d. Penyelenggaraan ReKlame oleh rurnah-ruman !badah. 

Pasal4 

(1). Subjek Pajak adaIah orang Pribadi atau Badan yang rnenveenqqarakan atau 
memesan Reklame. 

(2). Wajib Pajak adalar: orang Pribadi atau Badan yang menyeienggarakan Rekfame. 



BAB Itl 

DASAR PENGENAAN D.AN TARIF PAJAK 

Pasal G 

,(~-)	 Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilal Sewa"Reklame. 
(2)	 Nilai Sewa Reklarne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihrrung
 

berdasarkan biaya pernasangan reklame, pernelinaraan reklarne, lama pemasangan
 
reklarne, nilai stratcgis dan jenis reklame.
 f. 

(3)	 Dalam hal rekla.ne diselenggaJaka·n oleh orang pribadi atau badan yang " 
rnernantaatkan rekiame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame diht:~rg 

berdasarkan biaya pemasangan reklame, perr.eltharaan reklarne, lama pemasangan 
reklarne, nifai strategis lokasi, jenif reklarne dan jumlah reklame. 

(4)	 Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak ata.,
 
masa penyclenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan reklarne
 
pemellha.aan reklame, lama pemasanqan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
 

(5)	 HasH Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud peda ayat (2) dan (3)
 
pasal ini dinyatakandalatll bentuk tabel dan rincian tarifnya sebagaimana tertera paca
 
Penjelasan Perda it'li.
 

BAB 1\1 

VVI'LAYAH PEr\llUNGUTAN 

Pasal 6 

Pajak yang terhutang dipungut pada Daerah tempat reklame diselenggarakan. 

BAS V 

MASA FAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG 

Pasal 7 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sarna dengan jangka waktu 
penyelenggaraan reklame. 

Pasal 8 

Saat pajak terhutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame atau penerbitan SKPD. 

BAB VI 

SURAT PEMBERITAhUAN PAJAK DAERAH 

Pasal 9 

(1)	 Setiap Wajib Pajak wC!jib mengisi SPTPlJ. 
(2)	 SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi 'dengan jelas, benar 

dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. 
(3)	 SPTPD eebaqal mana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala 

Daerah selc:mbat-Iamhatnya 15 (lima be/as) hari setelah berakhirnya masa pajak. 
(4)	 Bentuk, lsi dan Tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
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BAB Vii 

PGNETAPAN PAJAK 

Pasal 10 

'(1),	 Berdasarkan SP:PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan 
Daerah ini. 

(2). Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. 
(3). Bentuk, isi dan cara penerbitan SKPD sebapairnana dimaksud dalam ayat (2) pass) 

ini ditetapkan oleh :"epala Daerah. . 

Pasal 11 

(1). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah 
dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang 
sernula belum terungknp yang menyebabkan penarr.oahan jumlah pajak yang 
terutang. 

(2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) pasal ini oikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekuraman pajak tersebut. 

(3).	 Kenaikan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dikenakan apabila 
Wajib Pajak melaporkar sendiri sebelum dllakukar: tindakan pemeriksaan. 

(4). Penarnbahan jumlah pajak yang terutGng sebagaimana yang tertera pada ayat (3) 
tidak dikenakan apaoila Wajib ~ Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan 
pemeriksaan. 

Pasal 12 

(1).	 Kepala Daerah dapat rr-enerbltkan STPD apabila : 
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ; 
b. W3jib Pajak dikenaxan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

(2). Jurruah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksuc pada 
ayat (1) huruf a, pasal ini ditambah dengan sanks' administrasi berupa bunqa sebesar 
2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat 
terutangnya pajak. 

(3). Pajak yang terutang menurut SKPD dan SKPDKBT yang tidak atau kurang bayar 
setelah jatuh tempo pembayaran di-kenakan sanksi administrasi berupa bunqa 
sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui SSTPD. 

(4). Bentuk, is] serta tata cara pengisian dan penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala 
Daerah. 

BAB VIII 

TATACARAPEMBAYARAN 

Pasal 13 

(1). Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 
ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan 
dalam 3KPD, SKPDKBT, dan atau STPD. 

(2). Pembayaran Pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan 
dengan menggunakan SSPD. . 

(3). Bentuk, jenis, ukuran SSPD, dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo 
pembayaran pajak tel utang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 



Pasal 14 

(1). Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaliqus atau lunas. 
(2). Pajak terutang dilunasi setambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, 

SKPDK8T, STPD, Surat Keputusan Pernbetulan, Surat Keputusan Keberatan dan 
Putusan Ban,ding yarg rnenyebaokan jurnlah pajak yang harus dibayar bertambah. 

(3).Tata cara pernbaya-an, penyetoran, ternpat pembayaran pajak diatur dengan 
Keputusan Kepala Daerah 

BAS IX 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 15 

(1). Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keoeratan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh 
Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

(2). Penagihan Pajak dengan Surat PaksadUaksanakan berdasarkan Perundang-_ 
undangan yang berlaku. 

BAB X 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 16 

(1). Wajib Pajak dapat rnengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang 
ditunjuk atas suatu : 
a. SKPD; 
b. SKF'DKBT ; 
c. SKPDLB. 

(2). Kebertan diajukan secara tertulic dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-atasan 
yang jetas. 

(3). Dalam hal VVajib Pajak menqajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, 
Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. 

(4). Keberatan harus dtajuken dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggaf 
surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana olrnaksuo pada 
ayat (1)1 kecuali V\'ajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak akan 
dapatdipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebaoalrnens yang dimaksud pada ayat 
(2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak akan 
dipertimbangkan. 

(6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban rnembayar Pajak dan Pelaksanaan 
Penagihan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasal 17 

(1). Kepala Daerah daJam jangka waktu ·paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterma, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(2). Keputusan Kepala Dae:ah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. 

(3). Apabita .langka waktu sebacairnana dimaksud pada ayat (1) pasal ini te1ah lewat dan 
KepaJa Daerah tidak member; Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
dikabulkan. 
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Pasal 18 

(1). Wajih Pajak carat menqajukan Permohona.n Pa.nding hanya. kepada Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang 
ditetapkan oreh Kepala Daerah. 

·(2).	 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertuHs 
dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sejak Keputusan ditsrirna, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut. 

(3). P·engajuan Permohonan Banding tidak menunaa kewajiban membayar pajak dan 
peiaksanaan penaginan pajak. 

Pasal 19 

ApabHa pengajuan keberatan atas C banding dikabuJkan sebagian atau seluruhnve, 
kelebihan membayar pajak olkembalikan denqan ditambah imbalan bunga sebesar 2':·oib 
(dua persen) sebulan untuk selama-Iamanya 24 (dua puluh empat) bulan. : 

BAS Xl 
•••.!"" 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

PasaJ 20 

(1). Kepala Daerah berdasarkan permohonan VVajlb Pajak dapat memberikan 
penquranqan, keringanan dan pembebasan pajak. 

(2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

(3). Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku apabila Wajib 
Pajak tersebut ciinyatakan PaiJit. 

BAB XU 

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN t<ETETAPAN DAN 

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANK·:)I ADMINfSTRAS~ 

Pasal 21 

.(1).	 Kepala Da.erah karena jabatan atsu atas permohonan WaJib Pajak dapat 
membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau STPD yClng dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis, kesafahan hitung dan atau kekeHruan dafam penerapan Peraturari 
Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 

(2).	 Kepala Daerah dapat : 
a. Mengurangkan atau menghapus sanksi Administrasi berupa bungs! denda dan 

kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan· Perundang-undangan 
Perpajakan Daerah, dalam hat sankst tersebut dikenakan bukan karena 
kesalahannya. 

b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan sanksi Administrasi Pajak yang tidak 
benar. 

(3).	 Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan 
atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini 
diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. 
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BAB ;'(II~
 

PENG:MBALIAN K~LEBIHAN.?EMBAYARAN PAJAK
 
Pasal 22
 

(1). Atas kelebihan pernbayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
pengembafian kelcbihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah. 

(2).	 Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya 
permohonan penyembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pasa: ini harus rnernoerlkan Keputusan. 

(3). Apabila jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (2) pasal ini oilampaul Kepala 
Daerah tidak memberikan Keputusan pel mohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SK.PDLB harus diterbitkan dalam waktu 
paling lama 1 (satu) bulan. 

(4). Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lalnnya, keiebihan pembayaran pajak 
seoaqamana dimaksud pada ayat (2) pasal ini lang~)ung diperhitungkan untuk 
melunasi terJebih dahulu utang pajak dimaksud. "," 

(5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dHakukan dalam waktu paling :lama 2 
(dua) bulan sejak oiterbltxannya SKPDLB. 

(6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 
(dua) bulan sejak dlterb'tkannya SKPDLB. Kepala Daerah atau Pejabat memberikan 
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlarnoatan pembaran 

.~~ kelebihan pajak. 

Pasal 23 

(1). Permohonan pengembafian kelebihan pembayaran pajak dilakukan secara tertulis 
kepada Kepala Daerah dengan menyebutkan : 
a.	 masa pajak ; 
b. besarnya kelebihan pembayaran pajak; 
c. alasan yang jelas. 

(2). Permohonan pengernbalian kelebihan Pernbayaran Pajak disampaikan secara 
langsung atau melalui pas tercatat. 

(3). Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman pas tercatat rnerupakan 
bukti saat permohonar, diterima oleh Kepala Daerah. 

Pasal 24 

(1). Pengembalian kelebihan pajak dllakukan d~ngan menerbitkan ~urat Perintah 
Membayar Kelebihan Pajak. 

(2). ApabHa kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4), Peraturan Daerah ini 
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan 
juga berlaku sebagai Lukt: pembayaran. 

BAB XIV
 
KEDALUWARSA PENAGIHAN
 

Pasal 25
 

(1~).	 Hakuoruk meJakukan penagihan pajak, "-kedalu,",varsa seteJah melampaui jangka waktu 
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya pajak, kecuali Wajib Pajak. 
melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah. 

(2). Kedaluwarsa penaoihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
tertangguh apabila : 
a.	 Diterbitkan.Surat Tequran dan Surat Paksa atau ; 
b.	 Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak 

langsung} secara tertulis. 



~'. 'L,~ 

BAi3 XV 
PEMERIKSAAN 

Pasal 26 

(1). Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban P'3rpajakan Daerah dalam rangka 
rnelaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.~· .. 

(2). Wajib Pajak yang dlperiksa harus : 
a.	 Memperlihatkan dan atau rnernlnjarnkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasarnya dan cckumen lain yang bernubungan dengan objek pajak yang terutang ; 
b. Mernoenka.i izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan 

rnemberi keterar:gan guna kelancaranpemeriksaan. 
(3). Tata	 cara Pemeriksaan Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman 

pada Keputusan Menteri Da.Iam Negeri. 

BAB XVI
 
KETENTUA,N.PiDANA
 

Pasal 21
 

(1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTP[) atau mergisi dengan tidak benar atau 
tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuanqan Daerah rlan dapat di pldana dengan pidana kurungan selama-iamanya satu ....~ (1) tahun dan atau denda sebenyak-baoyaknya 2 (dua) kali jurnlah pajak yang 
terutang. 

(2) Wajib pajak yang	 ~idak sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan 
tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keteranqan yang tidak benar 
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana kururqan 
selama-Iamanya 2 (dua) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali 
jumlah pajak 'lang terutang. . 

(3) Tindak	 pidana yang sebapalntana dimaksud ayat (1) dan (2) Fasal ini adalah 
peJanggaran, . 

(4) Petugas pelaksana	 yang dengan sengaja melakuka.n tlndakan yang nyata-nyata 
merugikan Pernerlntah Daerah dan atau masvarakat, diambil tindakan tegas sesuai 
Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku. 

Pasal 28 

Tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalarn Pasal 29 Peraturan Daerah ini tidak 
dituntut setelah melampaui janqka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak 
atau berakhirnya masa paja~ . 

BAS XVII
 
PENYIDIKAN
 

Pasal 29
 

(1) Pejabat	 Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di bert 
wewenang khusus seoaqai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak-tindak 
pidana di bidang Perpaiakan Daerah. 

(2) Wewenang Penyidik seoagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini aoalah : 
a.	 Menerirna, mencar', mengumpuJkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan ~indak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan 
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap atau jelas. 

b. Meneliti,	 mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak 
pidana Perpajakan Daerah tersebut. 

c.	 Meminta keterangan dan bahan buktidari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pioar18 di bidang Perpajakan Daerah. 

d.	 Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan ockurnen-oosumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah. 
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e.	 Melakukan penggeledahan untuk mendspatkan bahan bukti pernbukuan, 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukt. tersebut. '.... 

f.	 Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana oi bidang Perpajakan Daerah. . 

g.	 Menyuruh berhent i atau melarang seseorang mening ~Jalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan rnerneriksa identitas orang dan 
ataudokumen yang ci bawa sebagaimana pada huruf e. 

h.	 Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah. 
i.	 Memanggil orang untuk di dengar keterarpannya dan di periksa sebagai tersangka 

atau saksi. 
j.	 Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak 

pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat di 
pertar.ggungjawabkc.n. 

k.	 Menghentikan penyidikan. 
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyldlkaruwa kepada Penuntut Umum, sesuai 
dengan ketentuan yang di atur dalam Undang·undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 

BAB XVIII 
•.~ KETENTUAN PENUTUP 

PasaJ 30 

Pelasanaan Peraturan Oaerah ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. 

Pas31 31 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal'di undangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahu inya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah ini denqan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di : SukadClna 
Pada tanggal : 31Oktober 2000 

/<'."';'-;.:;', ., BUPATI LAMPUNG TIMUR 
.	 '-~ r -", 

. !:/~'f ~\" )~\ ~\~ - cc.--. ~ 
I	 \.;cr " - :J I
\.	 :'.~ " : ::> c- ,.: Jr. H. IRFAN, N DJAFAR,CES 

( ,	 " '~ . . ~. , 
...... ..,­

',' . 
is .... , ,', 

Disetuiui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur 
Dengan Surat Keputusan Nomor : 170/14/X/SK/DPRD-LTivI!2000. 

Tanggal Z1 Oktober 2000 

Diundangkan di Sukadana
 
Pada Tanggal U7 November 2000
 

SEKR~~P . • H KABUPATEN LA~PUNG TIMUR
 
-. / :;/--" .~~E. LAKSANA TUGA~
 

R':: ! ~ --.~\: J~
 
~ ( __ - ------;; r r: ~	 ~ IrL c: ~T D ~" '! \ 1 /.' , ,

~'JJ ,," ~ -.. • ' , ,\<:>- __~ , .. " 'II • J .... ft... , 
\ :,;c\. Pas:MUCHTAR ACHMAD
 

'\'\,-",~·'::'Per.,b i na NIP. 010082653
 

LEMBARAtiOA'ERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR: 07 
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e.	 Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pernbukuan, 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tercebut. 

f.	 Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang Perpajakan Daerah. 

g.	 Menyuruh berhenti atau melaranq seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan rnerneriksa identitas orang dan 
atau dokumen yang di bawa sebacairnana Dada huruf e. 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah. 
i.	 Memanggil orang untuk di dengar keterangannya can di periksa sebagai tersangka 

atau saksi. 
j.	 Melaxukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak 

pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat di 
pertanggungjawabkan . 

k.	 Menghentikan penyid.kan. 
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberltahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai 
dengan ketentuan yang di atur dalam Undanq-undanq Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 

BAB XVIII
 
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal 30
 

. .. e-

Pelasanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. 

Pasal 31 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah ini denqan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di : SUkadana 
Pada tanggal : 31 Oktober 2000 

, Y d >......., 
. ' '.',.,. ", ' "'\ BUPATI LAMPUNG TIMUR 

" ~/I;\" ' «\)·)\\ .~ ~ 
;' l t ..' .3 ~ t	 • rS' 

\ • \ ';.. >, '" j! !	 ... . 
' {' 

I.
. \ 'l ~~ '\" . '. J ""-n 

"	 ? 0 , .:." . .... . . . , I 

\ , ' '¢><,=::' ~< \;~ ' · /I r. H. IRFAN, N DJAFAR,CES 
.... ~	 ' ~, . 1 l J ",.. ' " ....., t.' ~ '".~ .... 

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur
 
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170/14/X/SK/DPRD-LTN/2000.
 
Tanggal : 31 Oktober 2000.
 

Diundangkan di : S'Jkadana
 
Pada Tanggal : 3~ Oktober 2000.
 

SEKRETAaI~~AE~ ABU PATEN LAMPUNG TIMUR
 
/./ 'O fo.:-:-:-.\tj -\" .~ AKSANA TUGAS
 

d~~~~;;4~ i,:¥f*..<0/.4:0. ,II 
11:	 (~';';' '. . 
: " J \ d \ ' . .._ ,
 
\ c., \ __- --.. 1<
 

\ .: 0 ' . UCHTAR ACHMAD
 
\ZJ~A:%~(., -, ~~ ina NIP. 010082653
 

LEMBARAl\~RAHKABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 07
 



PENJELASAN 
PERATURAl" DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TfMUR 

NOMOR : 07 TAHUN 2000 

TENTANG 

PAJAK REKLAME 

A.	 PENJELASAN UMLJM 

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan Perpajakan sebagai salar 
satu perwujudan kewajiban kenegaraan, dalam penjelasa.i Pasal 23 ayat (2) di tegaskar 
bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendin, maka 
segala tindaxan yang rnenempatkan beban kepada rakyat seperti pajak, harus dltetapkan 
dengan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (D?RD) 
oleh karena itu pernungu'an Pajak Daerah harus di dasarkan pada Peratu~af1 Daerah. 

Dalam rangka rnendukunq perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, se-asi 
dan bertanggung jawab, pernbiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang 

,~.~ bersumber dari Pajak Oserah perlu di tingkatkan lagi. 

Sejalan sernakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pernberlan pelayanan 
kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan Perekenomian Daerah, di 
perlukan penyediaan surnoer - sumber Pendapatan Asli Daera.h yan'g hasilnya sernakin 
meningkat pula. 

Upaya peningkatan penyediaan dana. yang bersumber dari Pajak antara lain di Jakukan 
donqan peninckatan kmerja, baik oatampemunqutannya, penyederhanaan prosedur 
maupun penyempurnaan peraturan. Lan!gkall...J. Jangkahini diharapkanakan meningkatkan 
efektifitas dan efesiensi pemungutan Paj?k Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis 
pelayanan kepada masyarakat. Ii. 

Peraturan Daerah ini rr.erupakan reallsasi dari Undang-undang Nemer 18 Tahun 1g~7 
tentanq Pajak uaerah dan Retribusi Daerah, hal inl sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 
(2) huruf e Undang-L'ndang Nomer 18 tahun 1997 yang mengatur masalah Pajak 
Reklame. 

AJasan yang menjadi dasar pertimbangan 'di keluarkannya Peraturan Daerah tentang 
Pajak Rel<!ame diharapkan dapat rnemnqkatkar: efektifitas dan efesiensi Pemungutan 
Pajak Daerah serta dapat menjadi salahsatu surnber Pendapatan AsH Daerah Pemerintah 
Kabupaten Lampung Tirnur, khususnya di bidang Penyenggelaraan Reklarne serta 
mampu meninqkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat 
dengan mudah mernahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. 

B.	 PENJELASAN PASAL OEMI PASAL 

Pasaf 1	 Cukup jelas 

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Cukup jelas 

Pasal 3 ayat (3) yang di maksud dengan : 
a.	 Reklame PapanlBilboard adaJah Reklame yang dr 

selenggarakan dengan menggunakan kavu, plastik, fibre 
glass, plastik kaca, oatu, loqarn, atau bahan lain yang 
sejenls, dipasang di ternpa: yang di sediakan (berdiri 
sendiri) atau dengan cara di gantung atau ditempel pada 
badan lain. 
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b. Reklame Kain adalah Spanl~uk, umbul-urnbul dan layar 
yang dlselenqqarakan derpan menggunakan bahan 
kain, karet, bagor atau bahan lain yang sejenis dengan 
itu. 

C. Reklame Melekat (8tiker) adalah Reklame yang 
berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan 
ditempelkan atau dipasang pada benda lain dengan 
ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 % perlembar. 

'tiiJ' 

d. 

e. 

Reklame Selebaran adalah Reklame yang disebarkan, 
diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tldak 
untuk ditempet, atau dilekatkan pada benda lain. 

Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah 
Reklame yang diselenggarakan denga~ cara membawa 
reklame berkeliling atau reklame yang diselenggarakan 
dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada 
kendaraan. 

[ 

I 

I 

f 

f. RekJame Ldara adalah Reklame yang diselenggarakan 
di udara dengan menggunakan balon Gas, Pesawat, 
atau alat lain yang sejenis. 

g. Reklarne Suara' adalah Reklame yang diselenggarakan 
denqan cara menggunakan dengan kata-kata yang 
diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dar: atau 
oleh perantara alat atau pesawat apapun. 

h. Reklame Film dan Slide adalah Reklame yang 
diselenggarakan dengen cara menggunakan klise 
berupakaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang 
sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan 
atau diperagakan pada layar atau benda lain atau 
dipancarkan rnelalul pesawat televisi. 

i. Reklame Peragaan adalah Reklame 
diseletlggarakan dengan cara memperagakan 
barang dengan atau tanpa disertai suara . 

yang 
suatu 

. .j. 

~ 

Reklame Kemasan adalah Reklame yang 
diselenqparakan rJengan cara menggunakan kemasan 
untuk mengemas suatu barang dengan tujuan kornersial 
yang menggunakan bahan dari : 
a. Plastik ( karung/kantong) botol dan kotak ); 
b. Karung qoni ; 
c. Kardus; 
d. Kaleng; 
e. Botol / beling ; 
f. Kotak ( kayuJbesi ). 

PasaJ 3 sId 1 Cukup jelas, 
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Pasal 5 ayat 5 Tabel tarif Pajak Reklame sebagai berikut : 
1. Reklame Papan / Billboard / Megatron tiap M-2 

- Setahun :.. ... ... ... ... Rp. 20.000,­
• , . _ _ . , . ' 0 , . 

2. Reklame Kain tiap M-2 
- Sebulan . Rp. 5.000,­

. 0 - 3 (tiga) bulan ~ . Rp. 10.000,­
• Setahun .. Rp. 15.000 ,· , 

{ 

3. Reklame Melekat / Stiker. 
. Ukuran Folio Rp. 25,­
- Ukuran ~ M keatas Rp. 60,­

4. Reklame Selebaran 1 (satu) lembar. 
- Ukuran Folio Rp. 25,­
- Ukuran ~ Mkeatas Rp. 60 -. , 

5. Reklarne berjalan, termasuk pada kendaraan tiap 1 M-2. 
- Sebulan Rp. 5.000,· 
- Setahun Rp. 20.000,­

6. Reklame Uc.lara (Radio) setiap 1 (satu) iklan . 
.. .... - Sebulan Rp. 10.000 ,· 

7. Reklame SIJara / Pengeras Suara. 
- Sehari Rp. 2.500.· 
- Seminggu ',.. ... Rp. 10.000,­
- Sebulan ; Rp. 25.000.­
- Setahun Rp. 250 .000 ,· 

8. Reklame Film / Slide I Sinar per satu buah. 
- Seminggu Rp. 2.500 ,· 
- Sebulan Rp 5.000,· 
- Setahun Rp. 20.000,­

9. Rekiame Peragaan. 

10. Reklame Kemasan. 
~ 

a. Kemasan Plastik 
Karung / kantonqan isi : 
1. Ukuran 0 - 25 kg @ Rp. 25 ,­
2. Ukuran 26 - ·50 kg @ Rp. 50,· 
3. Ukuran 50 - ·100 kg @ Rp. 75,· 
4. Ukuran > 100 kg @ Rp. 100,­

b. Karung goni isi : 
1. Ukuran 0 - 50 kg @ Rp. 50,­
2. Ukuran 51 - 100 kg '" @ Rp. -75,· 
3. Ukuran > 100 kg : @ Rp. 100,­ '. 

e. Kemasan Kardos ukuran : 
- 0 - 25 ern @ Rp. '10,· 
- 25 x 25 em @ Rp. 25,­
· 50 x 50 em @ Rp. 60,· 
• > 50 em , .. @ Rp. 75,­

d. Kemasan Kaleng isi : 
- Ukuran 0 -1 It @ Rp. 10,­
- Ukuran 2 -10 It @ Rp. 25,­
- Ukuran 11 - 20 It @ Rp. 50,­
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- Ukuran 
- Ukuran 
- Ukuran 

21 - 50 It 
50 -100 It 
> 100 It 

@Rp. 
@ Rp: ' 
@ Rp. · 

100,­
250,­
300,­

e. Kemasan Botol ( plastiklbeling ) : 
- lsi 1 sid 10 It 
- lsi 10 sid 50 It 
- lsi 50 sid 100 It 
- lsi > 100 It 

@ Rp. 
@ Rp. 
@ Rp. 
@ Rp. 

25,­
50,­

100,­
125,­

f. Kotak kayu I besi ukuran : 
- lsi 0 sid 100 kg 
- lsi 101 sid 500 kg 
- lsi 501 sid 1000 kg 
- lsi> 1000 kg 

@ Rp. 100,­
@ Rp. 500,­
@ Rp. 1.000,­
@ Rp. 1.500,-

Pasal 6 sid 14 Cukup jelas. 

Pasal 15 ayat (1) dan (2) Yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah Surat yang 
dikeluarkan oleh Pejabat yang dutunjuk oleh Kepala 
Daerah yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan 
berkedudukan hukum yang sama dengan putusan 
pengad ilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nornor 19 
Tahun1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa. 

v 

Pasal 16 sid 17 Cukup jelas. 

Pasal 18 ayat (1) Yang dimaksud Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 
adalah suatu Badan Penyelesaian Perpajakan diluar 
tugas dari wewenamg Peradilan Umum maupun 
Peradilan Tata Usaha r,legara sesuai dengan Undang­
undang Nornor 17 Tahun 1997, tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak. 

Pasal 19 ayat (1) Cukup jelas . 

Pasal 20 ayat (1) Yang dimaksud dengan Bebas Pajak adalah berlaku 
khusus bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan aktifitas I 
pailit. 

Pasal 20 ayat (2) dan (3) Cukup jelas. 

Pasal 21 sid 29 Cukup jelas. 


